Sesi 5 : analisis anggaran

Pengantar
Selama ini, stigma di masyarakat ketika mendengar kata ”anggaran” atau APBD, dibenak masyarakat masih dipandang sebagai dokumen yang sulit dimengerti, penuh dengan hitung-hitungan matematis, dan hanya bisa dipahami oleh para ekonom. Sehingga warga, menyerahkan urusan APBD adalah urusan Pemerintah. Stigma yang melekat di masyarakat ini, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi lemahnya pemahaman warga terhadap dokumen anggaran dan hilangnya partisipasi warga dalam proses dan politik anggaran. 

Untuk menyampaikan sesi analisis anggaran ini, perlu ditekankan untuk menghilangkan stigma yang ada di masyarakat ini,  bahwa membaca dan menganalisis anggaran bukanlah hal yang sulit dan tidak berbeda dengan mengelola anggaran sehari-hari yang dikelola keluarga. Perbedaannya, hanya pada APBD yang disusun dan digunakan oleh banyak pihak dan banyak kepentingan. Sehingga pihak-pihak kepentingan yang memiliki kekuasaan akan lebih mampu menentukan arah kebijakan alokasi anggaran. 

Materi analisis anggaran belanja APBD difokuskan pada pemberian pemahaman kepada peserta tentang struktur belanja APBD dan teknik-teknik menganalisisnya. Kemampuan warga membaca anggaran dapat dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar manfaat yang diterima warga dari APBD yang disusun. Hasil analisis dapat dipergunakan oleh warga dalam melakukan advokasi, agar APBD dapat diorientasikan pada kepentingan rakyat miskin. 

Pemahaman Ormas Islam dalam membaca menganalisis anggaran dapat menjadi motivator ditengah-tengah masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan anggaran yang pro rakyat miskin. Meningkatnya pengetahuan warga terhadap anggaran perlu diyakini sebagai titik tolak kesadaran kritis warga terhadap pengelolaan anggaran. 

Dalam sesi ini akan disampaikan teknik membaca dan menganalisis anggaran secara cepat, baik pada sisi pendapatan dan belanja, serta mengidentifikasi keberpihakan APBD. Sebelumnya peserta, akan diberikan terlebih dahulu pemahaman awal membaca struktur anggaran dan pengertian-pengertiannya. Sesi ini mencoba memberikan keterampilan awal menganalisis APBD, yang terpenting adalah pasca pelatihan peserta diharapkan dapat melakukan latihan-latihan untuk terus menerus mengasah keterampilan analisis anggaran. 

	Tujuan Pembelajaran
	· Peserta memahami dan menganalisis  struktur APBD dari sisi belanja dan pendapatan serta pembiayaan.

· Peserta mampu menganalisis konsistensi kebijakan dokumen perencanaan dan peganggaran daerah (RPJMD, RKPD, KUA, Renja SKPD, PPA dan RKA – SKPD)

· Peserta memahami tentang analisis RKA-SKPD berdasarkan kebutuhan.

· 4.  Dari pelatihan yang sudah dilakukan peserta mampu mendorong adanya realokasi anggaran untuk perubahan APBD yang tidak Pro poor

	Sub Pokok Bahasan
	· Membaca dan Menganalis struktur APBD

· Menganalisis kebijakan alokasi anggaran (sektoral)

· Membaca dan menganalis konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah

· Membaca dan menganalisis anggaran sektoral/Angggaran berbasis kinerja (RKA – SKPD)

	Metode
	· Diskusi Kelompok

· Ceramah

· Curah Pendapat

	 Waktu
	120 Menit

	Media
	· LBB 1. Struktur APBD

· LBB 2. Parameter Pengahasilan DPRD

· LBB 3. Contoh RKA – SKPD 2.2.1

· LBB 4. Lembar Diskusi Kelompok

	Bahan Bacaan
	· Teknik Analisis Anggaran

· Analisis APBD Kabupaten Pacitan



	Alat dan Bahan
	· Kalkulator

· Kertas Plano

· Spidol

· Dokumen  APBD

· Dokumen RPJMD

· Dokumen KUA

· Dokumen RKA-SKPD

· Dokumen DPA-SKPD

	Proses/Langkah-Langkah I :

	Curah Pendapat dan Ceramah (45’)

· Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan tujuan sesi serta keterkaitannya dengan sesi sebelumnya (5’).

· Fasilitator menjelaskan tujuan dari sessi ini.

· Fasilitator meminta beberapa peserta untuk mengeksplorasi pengetahuan mereka tentang belanja dan pendapatan dalam APBD /Brainstroming soal struktur APBD.

· Catatan jawaban seluruh jawaban peserta pada display di depan.

· Fasilitator menyimpulkan dan menambahkan penjelasan peserta (jika kurang dan masih dipandang perlu) tentang struktur APBD secara singkat, tampilkan LBB 1. Struktur APBD

Diskusi Kelompok (45’)

· Fasilitator menjelaskan bahwa sesi ini akan dilaksanakan dengan cara melakukan simulasi analisis makro struktur APBD, analisis kebijakan alokasi anggaran, analisis  konsistensi terhadap kebijakan dokumen, analisis kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan analisis sektoral kabupaten/kota (X) tahun (X).

· Bagi peserta ke dalam 5 kelompok berdasarkan tema-tema analisis.

· Kelompok Analisis Makro (bagikan dokumen ringkasan APBD dan panduan diskusi kelompok)

· Kelompok Analisis Kebijakan alokasi anggaran (Bagikan dokumen anggaran belanja berdasarkan urusan dan DAK serta panduan diskusi kelompok)

· Kelompok Konsistensi Kebijakan perencanaan penganggaran (Bagikan dokumen RPJMD, RKPD, KUA, APBD dan Penjabaran APBD serta hasil Musrenbang, serta panduan diskusi kelompok)

· Kelompok Analisis kepatuhan aturan (Bagikan LBB2. Parameter Penghasilan DPRD, serta panduan diskusi kelompok)

· Kelompok Analisis RKA SKPD (Bagikan LBB3. RKA SKPD 2.2.1, dan RKA SKPD salah satu dinas serta panduan diskusi kelompok)

· Kunjungi setiap kelompok dan berikan penjelasan tambahan pada setiap kelompok untuk memperjelas panduan diskusi.

Diskusi Pleno dan Ceramah (30’)

· Minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing.

· Dalam setiap presentasi, minta kelompok lain untuk ikut mengkritisi, memberikan saran dan masukan.

· Fasilitator membuat kesimpulan hasil analisis masing-masing kelompok dengan mengarahkan pada satu penilaian sejauh mana keberpihakan belanja terhadap kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat (miskin).
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SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota ....... 221
Tahun Anggaran 2007
UrusanPemerintahan: x. xx. Urusan Wajib Kesejahteraan Sosial
Organisasi__: X. XX XX. Dinas Sosial
Program . AL, Pemberdayaan Perempuan
Kegiatan : X306 X0 XK XK. Pelatihan Menjahit
Lokasi kegiatan Desa Suka Mulya
Jumlah Tahun n-1 Rpr100:000000 (s i s E e )
Jumlah Tahun n Rp 100,000,000,-(. )
Jumlah Tahun n+1 Rp 200,000,000(...
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program lbu-ibu RT Usaha Menjahit 5000 Orang
Masukan Jumlah Dana 100 Juta
Keluaran Terlatihnya ibu-bu menggunakan peralatan jahit 500 Orang (100%)
Meningkatnya kemampuan menjahit ibu-ibu yang 20 % (900 org dari

Hasil dilatih 5000 ori

Kelompok Sasaran Kegiatan : Ibu-ibu janda yang punya potensi menjahit
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Penghitungan
Kode . Jumlah
N Uraian Harga
Rekening Volume Satuan safuan {Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
x | x | x| xx XX
X | x | x| xx XX
X | x | x| xx XX
Jumlah
........ Jtanggal ...
Kepala SKPD

(tanda tangan)
(nama lengkap)

NIP.
Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama Nip Jabatan t-;izc;i

-





LBB 1. Struktur Anggaran
	N0
	URAIAN

	
	

	1.
	PENDAPATAN DAERAH

	
	

	1.1
	Pendapatan Asli Daerah

	1.1.1
	Pajak Daerah

	1.1.2
	Retribusi Daerah

	1.1.3
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	1.1.4
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

	
	

	1.2
	Dana Perimbangan

	1.2.1
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

	1.2.2
	Dana Alokasi Umum

	1.2.3
	Dana Alokasi Khusus

	
	

	1.3
	Lain-Lain Pendapatan  Daerah yang Sah

	1.3.1
	Hibah

	1.3.2
	Dana Darurat

	1.3.3
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

	1.3.4
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

	1.3.5
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

	
	

	
	Jumlah Pendapatan

	
	

	2.
	BELANJA DAERAH

	
	

	2.1
	Belanja Tidak Langsung

	2.1.1
	Belanja Pegawai

	2.1.2
	Belanja Bunga

	2.1.3
	Belanja Subsidi

	2.1.4
	Belanja Hibah

	2.1.5
	Belanja Bantuan Sosial

	2.1.6
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

	2.1.7
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/KabupatenKota dan Pemerintahan Desa

	2.1.8
	Belanja Tidak Terduga

	
	

	2.2
	Belanja Langsung

	2.2.1
	Belanja Pegawai

	2.2.2
	Belanja Barang dan Jasa

	2.2.3
	Belanja Modal

	
	

	
	Jumlah Belanja

	
	

	
	Surplus/ (Defisit)

	3.
	PEMBIAYAAN DAERAH

	
	

	3.1
	Penerimaan Pembiayaan

	3.1.1
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun angggaran Sebelumnya (SiLPA)

	3.1.2
	Pencairan Dana Cadangan

	3.1.3
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	3.1.4
	Penerimaan Pinjaman Daerah

	3.1.5
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

	3.1.6
	Penerimaan Piutang Daerah

	
	

	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan

	
	

	3.2
	Pengeluaran Pembiayaan

	3.2.1
	Pembentukan Dana Cadangan

	3.2.2
	Penyerataan Modal (Investasi) Daerah

	3.2.3
	Pembayaran Pokok Utang

	3.2.4
	Pemberian Pinjaman Daerah

	
	

	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 

	
	

	
	Pembiayaan Neto

	
	

	3.3
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)


Cara membaca struktur APBD:

· Kolom paling kiri adalah nomor urut yang berfungsi sebagai kode rekening
· Struktur APBD terdiri dari komponen: Pendapatan (no. 1), Belanja (no. 2), Pembiayaan (no.3)
· Apabila pendapatan lebih besar dari belanja, maka APBD dikatakan surplus. Besarnya surplus dimasukan dalam komponen Pembiayaan pada bagian pengeluaran.
· Apabila pendapatan lebih kecil dari belanja, maka APBD dinyatakan defisit. Untuk menutupi kekurangan pada defisit, dapat diperoleh dari komponen pembiayaan pada bagian penerimaan.
( PENDAPATAN DAERAH :
· Semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah

· Sumber:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

B. DANA PERIMBANGAN
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 

A. PAD
a. Pajak Daerah

· Kendaraan bermotor

· Hotel

· Restoran

· Hiburan

· Parkir

· …………
b. Retribusi Daerah 

· Kesehatan

· Sampah

· KTP 

· Pemakaman

· Pemakaian kekayaan daerah

· Pasar & pertokoan

· Usaha terminal

· villa /penginapan

c. Hasil Usaha Daerah 

· Bagian laba perusahaan milik daerah

· Penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga

· Badan Pengelola

· Yayasan

· Sewa Aset daerah

B. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

a. Hasil penjualan barang milik daerah

b. Penerimaan jasa giro

c. Pendapatan bunga deposito

d. Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah 

e. Angsuran cicilan 

f. Sewa

g. Rupa-rupa pendapatan

h. Dana penyesuaian

C. Dana Perimbangan 

a. Dana Bagi Hasil (DBH(Pajak & Non Pajak)-->berdasarkan %

b. Dana Alokasi Umum (DAU)(pemerataan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Alokasi Dasar dan  Celah Fiskal (Kebutuhan Fiskal - kapasitas Fiskal)

· Kebutuhan fiskal, kebutuhan daerah untuk membiayai pegawai dan infrastruktur dasar

· Kapasitas Fiskal = DBH + PAD 

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)(pada daerah tertentu, kegiatan khusus prioritas nasional(Dana pendamping APBD 10%

Komposisi Pembagian Dana Bagi Hasil

	No
	Jenis DBH
	KOMPOSISI/PEMBAGIAN

	
	
	Menurut UU 33 Tahun 2004

	
	
	Pusat
	Daerah

	
	
	
	Jumlah
	Propinsi
	Kab/Kota

	1
	PAJAK
	
	
	
	

	 
	a. PBB
	10%
	90%
	16,2%
	64,8%

	 
	b. BPHTBP
	20%
	80%
	16%
	64%

	 
	c. PPh Pasal 25, Pasal 29 dan PPh 21
	80%
	20%
	40%
	60%

	2
	SDA (Non Pajak)
	 
	 
	 
	 

	 
	a. Kehutanan :
	 
	 
	 
	 

	 
	1. IHPH
	20%
	80%
	16%
	64% utk kab/kota penghasil

	 
	2. PSDH
	20%
	80%
	16%
	32% utk kab/kota penghasil

	 
	3. Dana Reboisasi
	60%
	40%
	-
	40% utk kab/kota penghasil

	 
	b. Pertambangan Umum
	20%
	80%
	-
	80%

	 
	1. Iuran tetap (land-rent)
	
	
	16%
	64% utk kab/kota penghasil

	 
	2. Iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalti)
	
	
	16%
	32% utk kab/kota penghasil

	 
	c. Perikanan
	20%
	80%
	-
	80%

	 
	d. Minyak Bumi
	84,5%
	15,5%
	3% propinsi yg bersangkutan
	6% kab/kota penghasil

	 
	
	0,5%
	0,5%
	0,1% prop yg bersangkutan
	- 0,2% kab/kota penghasil                            '- sisanya 0,2% dibagi merata utk seluruh kab/kota dalam prop. yg bersangkutan

	 
	e. Gas Bumi
	69,5%
	30,5%
	6% utk prop. Yg bersangkutan
	12% utk kab/kota penghasil

	 
	
	0,5%
	0,5%
	0,1% prop yg bersangkutan
	- 0,2% kab/kota penghasil                        '- sisanya 0,2% dibagi merata untuk seluruh kab/kota dlm prop.yg bersangkutan

	 
	f. Panas Bumi (komponen PNBP)
	20%
	80%
	16% utk prop. Yg bersangkutan
	32% utk kab/kota penghasil


( BELANJA DAERAH :
· Belanja Tidak Langsung (belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan 

· Belanja Langsung (belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan 

· Klasifikasi Belanja(Organisasi, urusan, program & kegiatan, jenis belanja

A. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai (Gaji pokok, tunjangan, askes, accres 2,5%, )

b. Belanja Bunga(pembayaran bunga hutang

c. Belanja Subsidi( diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat 

d. Belanja Hibah( pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. 

e. Belanja Sosial(Bantuan ormas, Parpol, tidak bersifat terus menerus setiap tahun

f. Belanja Bagi Hasil( bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kola atau pendapatan kabupaten /kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya 

g. Belanja bantuan keuangan(ADD

h. Belanja tidak terduga(kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan 

B. Belanja Langsung

a. Belanja pegawai(Honorarium upah pelaksanaan kegiatan

b. Belanja Barang Jasa(barang yang nilai manfaatnya kurang 1 tahun, jasa melaksanakan program

c. Belanja  Modal(aset dengan nilai manfaat lebih 1 tahun

( PEMBIAYAAN
· Untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus

· Penerimaan(Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran bersangkutan atau berikutnya

· Pengeluaran(akan diterima kembali pada tahun anggaran bersangkutan atau berikutnya

A. Penerimaan Pembiayaan

· SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)(pelampuan target PAD, efisiensi belanja, belanja tak terealisasi

· Pencairan Dana Cadangan(mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus

· Hasil penjualan kekayaan daerah(BUMD, aset, divestasi modal

· Pinjaman(penerimaan pinjaman, obligasi

· Penerimaan kembali Pemberian pinjaman

· Penerimaan Piutang Daerah(pelunasan hutang pihak ketiga

B. Pengeluaran Pembiayaan

· Pembentukan dana cadangan.

· Penyertaan modal PemDa.

· Pembayaran Pokok Utang.

· Pemberian Pinjaman Daerah.

LBB 2. Parameter Pengahasilan DPRD

Parameter Penghasilan DPRD Berdasarkan PP 21/2007

	NO
	JENIS PENGHASILAN
	PARAMETER (Kapasitas Fiskal Tinggi)

	
	
	

	1
	Uang representasi


	Ketua = 100% Gaji KDH

	
	
	Wk Ketua=80% Gaji Ketua DPRD

	
	
	Anggota=75% Gaji Ketua DPRD

	2
	Uang paket
	10% x uang representasi

	3
	Tunjangan jabatan
	145% x uang representasi

	4
	Panitia Musyawarah
	Ketua = 7,5% x Tj. Jabatan Kt. DPRD, Wk Ketua  5% Tj. Jabatan Ketua DPRD, Sekretaris 4%, Anggota 3%

	5
	Panitia Anggaran
	

	6
	Tunjangan Komisi
	

	7
	Tunjangan Badan Kehormatan
	

	8
	Tunjangan Komunikasi
	setiap bulan 3 x Uang Representasi Ketua

	9
	Dana Operasional
	Ketua 6 x uang representasi, Wk Ketua 4 x uang representasi


· Gaji Bupati Kab/Kota Berdasarkan PP 59 2000 adalah Rp. 2.100.000,-

· Gaji Gubernur Berdasarkan PP 59 2000 adalah Rp. 2.500.000,-
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RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB. PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2005-2006-2006 (PAK)-2007

JUMLAH PERUBAHAN
URAIAN
2005 2006 2006 PAK 2007 2006 2007
PENDAPATAN
PENDAPATAN
ASLI DAERAH 10,673,836,950.00 11,843,022,862.00 13,913,000,827.72 13,976,222,422.57 10.95% 18.01%





[image: image5.jpg]Pajak Daetah

2,886,500,000.00

2,092,400,000

3,055,000,000

3,118,000,000.00

Retribusi Daerah 3,513,893,950.00 3,790,247,830 3,640,063,080 7,559,558,075.00
Hsl Pengelolan Kekayaan
Daerah yg diPsahkn/Laba
Usaha daerah 278,692,000.00 336,875,032 467,192,348 54/438,000.00

Tain laim Pendapatan Ash
Daerah

3,094,751,000.00

4,723,500,000

6,750,745,400

3,244,226,347.57

DANA PERIMBANGAN 254,311,515,217 389,939,723,083 399,916,126,036 453,955,271,678 53.33% 16.42%
Bagi Hsl Pajak;/ Bukn Pajak 13,537,086,217 13,940,451,483 19,278,517,911 19,278,517,911.00

Dana Alokasi Umum 222,022,000,000 338,655,000,000 338,655,000,000 371,097,000,000.00

Dana Alokasi Khusus 11,320,000,000 28,430,000,000 28,430,000,000 45,112,000,000.00

Bantuan Keuangan ar

Prop.atau Pemda lainnya 6,532,420,000 8,014,271,600 13,552,608,125 13,567,753,767.00

TAIN-LAIN

PENDAPATAN YG SAH 10,605,000,000.00 2,749,000,000.00 2,749,000,000.00 16,323,673,767.38 74.30% 493.80%
Hibah 6,020,000.00

Dana Bg Hsl Pk dt Prop. &

Pemda Lainnya 13,552,480,767.38

Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus < 2,749,000,000.00

Bantuan Keuangan ar

Prop.atau Pemda lainnya 15,264,000.00

JUMLAH PENDAPATAN 275,680,352,167.00 404,531,745,945.00 316,578,126,863 .72 484,255,167,867.05 46.74% 19.71%
BELANJA

BELANJA TIDAK

LANGSUNG 205,608,570,563.00 260,830,527,053.00 286,830,671,785.77 26.86% 9.07%
Belanja Pegawai/Ad. Umum

2006 169,016,414,101.00 215,230,119,201.00 235,885,415,580.00 26.67% 9.60%

Belanja Bunga

Belanja Subsidt

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sostal

11,670,080,000.00

Belanja Bagi Hasil

1,584,106,700.00

Belanja Bantuan Keuangan

29,085,256,654.00

40,210,454,538.00

33,939,420,500.00






LBB 4. Lembar Diskusi Kelompok

Kelompok 1. Analisis makro APBD 

Pendapatan

1. Cermati proporsi (%) PAD, DBH, DAU, DAK dan lain-lain Pendpaatan yang sah dari total pendapatan (APBD) Kabupaten/Kota/Propinsi (x) ! Apa artinya ? Beri catatan kritis?

2. Cermati komponen pajak dan retribusi daerah kemudian mana kontribusi terbesar dalam APBD ! Berikan catatan kritis?

Belanja


3. Proporsikan (%) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dari total Belanja APBD Apa artinya ? Beri catatan kritis?

4. Proporsikan (%) Belanja Pegawai (terhadap total belanja APBD)pada kelompok Belanja Tidak Langsung  dan tambahkan dengan proporsi (%) belanja pegawai (terhadap total belanja APBD) pada kelompok belanja langsung. Apa artinya ? Beri catatan kritis?
5. Proporsikan (%) Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal (dari total APBD) pada kelompok belanja Langsung. Apa artinya ? Beri catatan kritis? 
6. Cermati belanja menurut urusan pada APBD Kabupaten/Kota/Propinsi (x). Mana urusan yang memperoleh proporsi (% dari belanja APBD) terbesar dan terkecil. Apa artinya? Kaitkan dengan kondisi  (potensi dan masalah) faktual di Kab/Kota tersebut. Beri catatan kritis

Kelompok 2. Analisis Kebijakan Alokasi Anggaran (sektoral)

1. Cermati Belanja APBD urusan Pendidikan.

· Berapa proporsi belanja urusan pendidikan terhadap total APBD? Dan  Berapa prosentase Belanja langsung pendidikan terhadap total belanja APBD?

· Kurangi Belanja langsung (BL) pendidikan dengan DAK Pendidikan (BL Pendidikan – DAK Pendidikan)? berapa prosentasenya terhadap total belanja APBD? 

· Identifikasi program-program pada Sektor Pendidikan yang dirasakan langsung manfaatnya? Berapa total anggarannnya? Berapa prosesntasenya terhadap total belanja?

· Apa makna dari dari hasil perhitungan tersebut, berikan catatan kritis?


2. Cermati Belanja APBD sector Kesehatan.

· Berapa prosentase Belanja untuk urusan kesehatandari total APBD?dan Berapa proporsi Belanja langsung Kesehatan terhadap total APBD?

· Kurangi Belanja langsung (BL) Kesehatan dengan DAK Kesehatan (BL Kesehatan – DAK Kesehatan)?  berapa prosentasenya terhadap total belanja APBD?  Kurangi hasilnya dengan restribusi pada sector kesehatan?berapa proporsinya terhadap total APBD?

· Identifikasi program-program pada Sektor Kesehatan yang dirasakan langsung manfaatnya? Berapa total anggarannnya? Berapa prosesntasenya terhadap total belanja?

· Apa makna dari dari hasil perhitungan tersebut, berikan catatan kritis?

3. Bandingkan proporsi belanja urusan pendidikan dan kesehatan pada hasil perhitungan pada nomor 2 dan 3 dengan proporsi belanja pada urusan pemerintahan umum?Belanja Kepala Daerah dan Belanja untuk DPR?. Berikan catatan kritis?

Kelompok 3. Analisis Konsistensi Kebijakan Perencanaan Penganggaran

1. List program-program yang ada di dokumen RPJMD, RKPD, dan KUA !

2. Cermati bagaimana kesesuaian/konsistensi nama program-program di setiap dokumen kebijakan anggaran dari RPJMD, RKPD dan KUA !

3. Cermati kesesuaian/konsistensi besaran alokasi anggaran di setiap dokumen kebijakan anggaran tersebut !

4. List hasil dari musrenbang Kabupaten/Kota dan bandingkan dengan dokumen RKPD !

5. Berapa prosentase usulan warga yang terakomodasi dalam RKPD ?

Kelompok 4 Analisis RKA SKPD

1. Identifikasilah siapa penerima manfaat dari belanja RKA – SKPD dinas/instansi (x)  dengan mengisi tabel berikut ini :

	Nama Kegiatan
	Alokasi
	Kelompok Sasaran
	Siapa yang menikmati

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Indentifikasi Indikasi Pemborosan untuk perencanaan program dalam RKA-SKPD dinas/Instansi (x) ! Beri komentarmu !

3. Cermati indikator capaian kinerja pada setiap program atau kegiatan, bandingkan dengan jumlah alokasi anggaran? Apakah kebijakan alokasi relevan dengan indikator kinerja yang akan dicapai? Berikan catatan kritis. 

Kelompok 5  Tunjangan Penghasilan DPRD Pada APBD 2007 

Kab. X 

DPRD Kab X berjumlah 35 orang dengan  kapasita fiskal tinggi memiliki skema penghasilan  sebagai berikut:

	Jenis Tunjangan
	Penghasilan Perbulan (Rp.)

	
	Ketua

(1 org)
	Wk. Ketua (2 org)
	Anggota (32 org)

	Uang Representasi
	2.100.000,-
	4.000.000,-
	60.000.000,-

	Uang Paket
	2.100.000,-
	4.000.000,-
	60.000.000,-

	Tunjangan Jabatan
	3.625.000,-
	5.800.000,-
	87.000.000,-

	Tunjangan Komunikasi
	9.000.000,-
	18.000.000,-
	270.000.000,-

	Dana Operasional
	15.000.000,-
	20.000.000,-
	180.000.000,-


Komposisi Kepanitian dan Penghasilan Anggota DPRD X

	No
	Jabatan
	Komposisi
	Penghasilan/

bulan (Rp.)

	1
	Panitia Musyawarah
	1 ketua 
	228.375,-

	
	
	1 orang Wk Ketua
	152.250,-

	
	
	1 orang sekretaris
	121.800,-

	
	
	5 anggota
	456.750,-

	2
	Panitia Anggaran
	1 orang ketua 
	228.375,-

	
	
	1 orang Wk. Ketua
	152.250,-

	
	
	1 orang sekretaris
	121.800,-

	
	
	10 anggota
	913.500,-

	3
	Komisi
	3 orang ketua 
	685.125,-

	
	
	3 orang Wk. Ketua
	456.750,-

	
	
	3 orang sekretaris
	365.400,-

	
	
	26 anggota
	    2.375.100,-

	4
	Badan Kehormatan
	1 orang ketua 
	228.375,-

	
	
	1 orang Wk. Ketua
	152.250,-

	
	
	1 orang sekretaris
	121.800,-

	
	
	5 anggota
	456.750,-
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Bahan Bacaan.  

Teknik Menganalisis Anggaran

A. ANALISIS PENDAPATAN

Pendapatan APBD dan Metode Analisis

Analisis pendapatan difokuskan pada pemberian pemahaman tentang sumber-sumber pendapatan daerah dan bagaimana cara menganalisisnya. 

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah pada tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah dan akan digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari: Dana Perimbangan; Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dana perimbangan, adalah pendapatan yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana perimbangan terbagi ke dalam: Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK); Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak; dan Bantuan Keuangan dari Propinsi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penarikan pajak, retribusi dan hasil usaha daerah (keuntungan BUMD, hasil sewa aset daerah) dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (misalnya penerimaan deposito).

Lain-lain Pendapatan yang Sah, biasanya berupa sumbangan dari pihak ketiga dan bantuan luar negeri.

Metode analisis terhadap pendapatan APBD yang paling mudah dilakukan adalah dengan cara menggunakan analisis umum: pertama, membuat klasifikasi pendapatan daerah antara dana perimbangan dan PAD. Memang realitas di setiap daerah, hampir semua daerah pendapatan APBD-nya masih tergantung dari APBN melalui Dana Perimbangan. Namun dengan klasifikasi ini kita dapat mengetahui lebih detail lagi berapa prosentase perbandingan antara Dana Perimbangan dengan PAD, sehingga kita dapat mengetahui tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat dan mencari tahu apa penyebabnya.

Analisis kedua, dilakukan dengan mengklasifikasi besaran pajak dan retribusi dalam PAD yang berasal dari masyarakat miskin. Dengan analisis ini kita dapat mengetahui besaran (prosentase) pajak dan retribusi yang disumbangkan masyarakat miskin untuk kemudian dikaitkan dengan kebijakan pemerintah sebagai kompensasi terhadap mereka (masyarakat miskin). Dari hasil analisis itu, misalnya, kita dapat mengetahui bahwa di suatu daerah ternyata Pedagang Kaki Lima (PKL) sebenarnya juga penyumbang retribusi namun sama sekali tidak mendapatkan reward dari pemerintah daerah, bahkan sebaliknya, digusur tanpa ada solusi, yang notabene biaya penggusuran itu juga berasal dari retribusi yang mereka bayarkan.

Analisis ketiga, dilakukan dengan melihat kelompok mana yang paling diuntungkan atau dirugikan dari kebijakan pemerintah dalam menggalang dana pembangunan. Milsanya, pajak dan retribusi apa yang justru semakin memberatkan masyarakat (miskin), dan pajak/retribusi apa yang seharusnya dinaikkan oleh pemerintah daerah tanpa harus merugikan hak-hak ekonomi masyarakat (miskin). Jika ada bantuan luar negeri (lain-lain pendapatan yang sah) dapat dianalisis juga kompensasi dan konsekuensi apa yang harus diberikan dan dijalankan oleh pemerintah daerah, apakah menguntungkan masyarakat (miskin) atau malah merugikan.

B. ANALISIS BELANJA

a. Analisis Makro
Membandingkan prosentase antara belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja langsung adalah belanja yang berkaitan dengan belanja pelayanan publik, sementara belanja tidak langsung adalah belanja yang berkaitan dengan belanja aparatur. Manfaat dari metode perbandingan prosentase ini, kita akan mengetahui besaran penggunaan dari masing-masing belanja. Misalnya, jika diketahui bahwa belanja tidak langsung (belanja aparatur) lebih besar daripada belanja langsung (belanja pelayanan publik) dapat dipastikan bahwa sebagian besar belanja ABPD habis untuk kebutuhan birokrasi (aparatur) saja, yang manfaatnya tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Mengklasifikasi ulang belanja langsung.

Walaupun belanja langsung dari pengertiannya merupakan belanja yang berkaitan dengan pelayanan publik (kebutuhan masyarakat) namun kadang tidak semua program/alokasinya benar-benar berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Untuk itu maka semua program/kegiatan yang berada di belanja langsung perlu untuk diklasifikasi ulang. Manakah program/kegiatan yang benar-benar berkaitan dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat (miskin), dan manakah program/kegiatan yang sebenarnya masih tergolong belanja aparatur atau tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat namun tetap dimasukkan ke belanja langsung.

Tabel Klasifikasi Belanja Langsung

	No.
	Program-program kebutuhan riil masyarakat
	Program yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Setelah selesai diklasifikasi, buatkan prosentasenya masing-masing. Jika dari hasil klasifikasi tersebut prosentase  program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat (miskin) lebih kecil dibandingkan dengan program yang tidak berkaitan langsung dengan masyarakat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa belanja langsung yang sebenarnya adalah belanja untuk pelayanan publik ternyata penggunaannya masih tetap sebagian besar dihabiskan untuk kebutuhan birokrasi (aparatur), bukan untuk kebutuhan masyarakat.

Mengidentifikasi Pemborosan dalam Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan aparatur (birokrasi) tetap perlu untuk diidentifikasi. Tujuannya adalah untuk mencari program-program yang bersifat pemborosan atau program-program yang dinilai bertentangan dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepantasan. Misalnya, anggaran mobil dinas pejabat yang dinilai tidak pantas karena dipandang terlalu besar karena jauh lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan dasar.

Dengan metode identifikasi ini, kita akan mengetahui secara rinci mengenai berapa prosentase dan nominal anggaran daerah yang bersifat pemborosan yang dapat digunakan sebagai bahan dan bukti pada saat melakukan advokasi anggaran nantinya.

b. Analisis Tematik

Analisis tematik biasanya dilakukan dengan membedah RKA SKPD dan sangat tergantung dari tujuan atau tema apa yang akan dianalisis. Di dalamnya kita dapat menganalisis program/proyek/kegiatan dari masing-masing dinas. Dari dokumen RKA SKPD ini dapat dianalisis dari 4 (empat) aspek, antara lain: aspek konsistensi kebijakan, aspek efisiensi dan aspek sosial.

Aspek konsistensi kebijakan dilakukan dengan mempelajari kebijakan-kebijakan yang terkait dengan APBD, mulai dari RPJPD, RPJMD sampai KUA serta peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Kepala Daerah, SK Kepala Daerah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk menilai tingkat konsistensi dari tiap jenjang hirarki peraturan yang berkaitan dengan anggaran daerah. RPJPD, RPJMD dan KUA merupakan parameter untuk melihat visi dan arah pembangunan suatu daerah yang harus menjadi rujukan utama penyusunan APBD.

Aspek efisiensi, dilakukan dengan cara menganalisis tiap-tiap program yang dikaitkan dengan standar indeks khususnya dalam hal belanja modal dan pemeliharaan. Hal ini bertujuan untuk menilai peluang-peluang mark up di setiap pembelian dan pemeliharaan suatu barang, apakah telah sesuai dengan harga barang di pasaran atau tidak.

Aspek sosial, dilakukan dengan membandingkan manfaat yang diterima oleh pejabat (birokrasi) dengan masyarakat (miskin). Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana aspek-aspek keadilan dan kepantasan sudah diterapkan.

c. Analisis Penerima Manfaat


Analisis ini biasa dilakukan dengan cara mengklasifikasi belanja APBD berdasarkan penerima manfaat misalnya masyarakat miskin, penyandang cacat, anak atau perempuan. Dari aspek pro poor misalnya, sejauh mana belanja APBD diterima oleh masyarakat miskin dan diterima oleh aparatur. 

d. Analisis Kronologis

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan data beberapa periode anggaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan setiap tahunnya belanja pemerintah. Untuk mempermudah, analisis ini dapat difokuskan kepada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan hak-hak dasar masyarakat misalnya pendidikan dan kesehatan. Dengan menggunakan analisis ini dapat diketahui naik atau turunnya alokasi belanja sehingga dapat dicari alasan-alasannya. Misalnya anggaran sektor pendidikan APBD Kota (X) dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan, malah cenderung turun di tahun 2007. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai bahan dalam melakukan langkah-langkah advokasi anggaran.

e. Analisis Wilayah

Analisis ini digunakan untuk melihat proporsi belanja di masing-masing wilayah dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi setiap wilayah serta prioritas terhadap wilayah tertentu seperti jumlah penduduk, luas wilayah, potensi wilayah, tingkat kemiskinan, infrastruktur dasar yang dipunyai dan lain-lain. Langkah paling mudah adalah dengan cara memisahkan atau mengklasifikasi setiap proyek berdasarkan lokasi wilayah, alokasi dana, dan tujuan proyek tersebut untuk kemudian dibandingkan antar wilayah dan dilihat proporsinya terhadap keseluruhan belanja. Dari hasil analisis itu nantinya dapat diketahui apakah alokasi anggaran dan prioritas pembangunan antar wilayah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin di tiap-tiap wilayah berdasarkan kondisi sosial ekonomi masing-masing wilayah. Misalnya, ternyata dapat diketahui lebih lanjut, wilayah (X) yang kondisi sosial ekonominya jauh tertinggal ternyata alokasi anggarannya masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan wilayah lain yang lebih makmur.

Bahan Bacaan 

Contoh Analisis Anggaran Kabupaten Pacitan

TAHUN 2005-2007 KABUPATEN PACITAN

Anggaran pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah rakyat kepada eksekutif dan legistatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu  anggaran harus mampu mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Pengalaman selama ini menunjukkan, bahwa dalam menentukan alokasi anggaran untuk setiap kegiatan,  pendekatan yang biasa digunakan adalah incremental approach, yakni pendekatan besar – besaran alokasi dana untuk setiap kegiatan tertentu naik sekian persen dari besaran alokasi dana tahun sebelumnya, tanpa melalui analisa perhitungan yang benar – benar realitis, di samping itu pertimbangan politis lebih dominan menentukan jenis dan besaran program pembangunan dari pada pertimbangan rasionalitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat, maupun kebutuhan pembangunan daerah. Masalah lain yang cukup mendasar,  selain soal alokasi adalah  masalah pembebanan, asas legalitas, serta kaidah dan prinsip – prinsip anggaran yang belum dijalankan sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan anggaran yang bersifat transparan, partisipatif dan akuntabel. Dalam UU No. 17/2004 tentang Keuangan Negara, disebutkan di Pasal 3 ayat (1) bahwa keuangan negara dikelola secara  transparan. Berkenaan akuntabilitas, disebutkan di pasal 30 dan 31 yang menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan negara harus berorientasi kepada hasil.

 Untuk UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan di Pasal 23 ayat (2) bahwa keuangan daerah harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Kemudian dalam PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai salah satu peraturan pelaksana dari UU No.32/2004, di Pasal 4 ayat (1) bahkan lebih luas dan tegas lagi, yang mensyaratkan agar keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dari aturan tersebut dapat diketahui lebih lanjut bahwa memang tidak ada pilihan bagi Pemerintah untuk melibatkan peran serta masyarakat secara langsung, dalam setiap proses penyusunan dan realisasi anggaran daerah, jika memang menginginkan terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kepatutan dan manfaat (kebutuhan riil) bagi masyarakat. 

Memasuki tahun 2007, untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah Pacitan telah menerapkan struktur baru dalam APBD, meski secara substansi tetap sama yaitu anggaran yang berbasis kinerja (Performance based Budget). Sebuah sistem baru yang secara resmi diatur dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. dan UU 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pengganti PP 108/2000 dan Kepmendagri 29 / 2002.

Substansi penyusunan anggaran yang berbasis kinerja sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2003 ketika diberlakukannya Permendagri 29 tahun 2002 sehingga penyusunan APBD model tersebut pelaksanaannya telah memasuki tahun ke 4 (empat) , seharusnya proses penyusunan APBD di Kabupaten Pacitan mengalami kemajuan yang lebih baik. Kemajuan yang dimaksud adalah bagaimana seharusnya Pemerintahan Daerah (Pemda dan DPRD) membuka ruang publik, untuk menjamin transparansi, partisipasi dan akuntabilitas kebijakan publik, khususnya tentang anggaran. 

Peraturan terbaru yang mengatur tentang penyusunan APBD adalah  Permendagri nomor 26 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan APBD 2007 antara lain mengamanatkan bahwa APBD tahun 2007 harus difokuskan untuk  prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan, dicapai dengan pengembangan akses masyarakat miskin atas pendidikan dan kesehatan, infrasturktur dasar, perlindungan sosial, penanganan masalah kekurangan gizi dan kerawanan pangan, perluasan kesempatan berusaha.

2. Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan eksport, melalui penciptaan pasar tenaga kerja yang lebih luas.

3. Revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pembangunan perdesaan, melalui peningkatan produksi dan produktifitas pangan.

4. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, melalui kegiatan percepatan pemerataan, penigkatan akses dan kualitas pendidikan dasar sembilan tahun.

5. Penegakan Hukum dan HAM, Pemberatasan Korupsi dan reformasi birokarsi.

6. Peningkatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik.

7. Mitigasi dan penanggulangan bencana.

8. Percepatan pembangunan infrastruktur.

9. Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional tahun 2007, diperlukan adanya sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah dengan kebijakan Pemerintah daerah yang diformulasikan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD; Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang dibahas dan disepakati bersama antara Pemda dan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD. 

b.2.1. KECENDERUNGAN APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2005-2007

b.2.1.1. BELANJA DAN PENDAPATAN

	Tabel: 1

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB. PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2005-2006-2006 (PAK)-2007

	
	
	
	
	
	
	

	URAIAN 
	JUMLAH
	PERUBAHAN

 (%)

	
	2005
	2006
	2006 PAK
	2007
	2006
	2007

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PENDAPATAN
	 
	   
	 
	 
	 
	 

	PENDAPATAN ASLI DAERAH
	            10,673,836,950 
	            11,843,022,862 
	           13,913,000,828 
	             13,976,222,423 
	10.95
	18.01

	Pajak Daerah
	              2,886,500,000 
	              2,992,400,000 
	             3,055,000,000 
	               3,118,000,000 
	 
	 

	Retribusi Daerah
	              3,513,893,950 
	              3,790,247,830 
	             3,640,063,080 
	               7,559,558,075 
	 
	 

	Hsl Pengelolan Kekayaan Daerah yg diPsahkn/Laba Usaha daerah
	                 278,692,000 
	                336,875,032 
	               467,192,348 
	                   54,438,000 
	 
	 

	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
	              3,994,751,000 
	              4,723,500,000 
	             6,750,745,400 
	               3,244,226,348 
	 
	 

	 
	 
	   
	 
	 
	 
	 

	DANA PERIMBANGAN
	          254,311,515,217 
	          389,939,723,083 
	         399,916,126,036 
	           453,955,271,678 
	53.33
	16.42

	Bagi Hsl Pajak/Bukn Pajak
	            13,537,086,217 
	            13,940,451,483 
	           19,278,517,911 
	             19,278,517,911 
	 
	 

	Dana Alokasi Umum
	          222,922,000,000 
	          338,655,000,000 
	         338,655,000,000 
	           371,997,000,000 
	 
	 

	Dana Alokasi Khusus
	            11,320,000,000 
	            28,430,000,000 
	           28,430,000,000 
	             49,112,000,000 
	 
	 

	Bantuan Keuangan dr Prop.atau Pemda lainnya
	              6,532,429,000 
	              8,914,271,600 
	           13,552,608,125 
	             13,567,753,767 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH
	            10,695,000,000 
	              2,749,000,000 
	             2,749,000,000 
	             16,323,673,767 
	-74.30
	493.80

	Hibah
	 
	 
	 
	                     6,920,000 
	 
	 

	Dana Bgi Hsl Pjk dr Prop. & Pemda Lainnya
	 
	 
	 
	             13,552,489,767 
	 
	 

	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	   
	                               -   
	 
	               2,749,000,000 
	 
	 

	Bantuan Keuangan dr Prop.atau Pemda lainnya
	 
	 
	 
	                   15,264,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	   
	 
	 

	JUMLAH PENDAPATAN
	          275,680,352,167 
	          404,531,745,945 
	         416,578,126,864 
	           484,255,167,868 
	46.74
	19.71

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	BELANJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BELANJA TIDAK LANGSUNG
	          205,608,579,563 
	          260,830,527,053 
	 
	           286,839,671,786 
	26.86
	9.97

	Belanja Pegawai/Ad. Umum 2006
	          169,916,414,101 
	          215,230,119,201 
	 
	           235,885,415,580 
	26.67
	9.60

	Belanja Bunga
	                               -   
	                               -   
	 
	                                -   
	 
	 

	Belanja Subsidi
	 
	 
	 
	                                -   
	 
	 

	Belanja Hibah
	 
	 
	 
	                                -   
	 
	 

	Belanja Bantuan Sosial
	                               -   
	                               -   
	 
	             11,670,080,000 
	 
	 

	Belanja Bagi Hasil
	           
	 
	 
	               1,584,106,700 
	 
	 

	Belanja Bantuan Keuangan
	            29,085,256,654 
	            40,210,454,538 
	 
	             33,939,420,500 
	 
	 

	Belanja tidak terduga
	              6,606,908,808 
	              5,389,953,314 
	 
	               3,760,649,006 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BELANJA LANGSUNG
	            84,887,299,093 
	          141,203,218,892 
	 
	           198,736,232,963 
	66.34
	40.74

	Belanja Pegawai/Ad. Umum 2006
	              9,759,835,690 
	            13,607,015,867 
	 
	             21,387,069,700 
	39.42
	57.18

	Belanja Barang dan Jasa
	            25,247,956,420 
	                               -   
	 
	             60,186,932,443 
	 
	 

	Belanja Modal
	            19,861,458,422 
	            74,944,654,514 
	 
	           117,162,230,820 
	277.34
	56.33

	B. Perjalanan Dinas, B. Pemeliharaan
	            30,018,048,561 
	            52,651,548,511 
	 
	 
	 
	 

	JUMLAH BELANJA
	          290,495,878,656 
	          402,033,745,945 
	 
	           485,575,904,749 
	38.40
	20.78

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DEFISIT
	           (14,815,526,489)
	              2,498,000,000 
	 
	              (1,320,736,881)
	-116.86
	-152.87


	Tabel: 2

RINGKASAN APBD KAB. PACITAN (2005-2006-2007)

	URAIAN
	2005
	2006
	 
	2007
	2006
	2007

	BELANJA PEGAWAI/ ADM UMUM
	       179,676,249,791 
	       228,837,135,068 
	 
	        235,885,415,580 
	27.36
	3.08

	OPRS APARATUR & PEMLHR
	            55,266,004,981 
	            52,651,548,511 
	 
	             81,574,002,143 
	-4.73%
	54.93

	~Belanja Barang dan Jasa
	            25,247,956,420 
	                               -   
	 
	 
	 
	 

	~Belanja Perjalanan Dinas
	              5,945,399,200 
	                               -   
	 
	 
	 
	 

	~Belanja Pemeliharaan
	            24,072,649,361 
	                               -   
	 
	 
	 
	 

	~Belanja modal 
	                               -   
	                               -   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BELANJA MODAL
	            19,861,458,422 
	            74,944,654,514 
	 
	           117,162,230,820 
	277.34
	56.33

	BLJ BAGI HASIL DAN BANT KEU
	            29,085,256,654 
	            40,210,454,538 
	 
	             47,193,607,200 
	38.25
	17.37

	BELANJA TIDAK TERSANGKA
	              6,606,908,808 
	              5,389,953,314 
	 
	               3,760,649,006 
	-18.42
	-30.23

	TOTAL BELANJA
	          290,495,878,656 
	          402,033,745,945 
	 
	           485,575,904,749 
	38.40
	20.78

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PENDAPATAN ASLI DAERAH
	            10,673,836,950 
	            11,843,022,862 
	 
	             13,976,222,423 
	10.95
	18.01

	DANA PERIMBANGAN
	          254,311,515,217 
	          389,939,723,083 
	 
	           453,955,271,678 
	53.33
	16.42

	LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH
	            10,695,000,000 
	              2,749,000,000 
	 
	             16,323,673,767 
	-74.30
	493.80

	TOTAL PENDAPATAN
	          275,680,352,167 
	          404,531,745,945 
	 
	           484,255,167,868 
	46.74
	19.71


Dari dokumen yang ada mulai APBD 2005, 2006 dan 2007 (walaupun 2006 tidak lengkap, APBD 2006 asli yang tersedia rincian, sementara yang ringkasanya 2006 PAK), dapat dilakukan analisis kecenderungan (trend), selain analisis cross section comparative (antar item dalam periode yang sama). 

Naiknya pendapatan tiap tahun, dari Rp 275,68 milyar tahun 2005 menjadi 404,53 milyar tahun 2006 atau naik sebesar Rp 128,85 (46,74 %), dan tahun 2007 menjadi Rp 484,26 atau naik Rp 79,72 milyar (19,71 %). Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan dana perimbangan dari Rp 254,31 milyar tahun 2005, menjadi Rp 389,94 milyar tahun 2006 atau naik sebesar Rp 135,63 milyar (53,33 %) dan tahun 2007 menjadi Rp 484,26 milyar atau naik Rp 64,01 milyar (19,71 %). Jadi kenaikan pendapatan tersebut terutama ditunjang kenaikan dana perimbangan. Porsi dana perimbangan dalam APBD sejak 2005-2007, lebih dari 92 %. Secara umum masih besarnya pendapatan dari dana perimbangan menunjukkan bahwa ketergantungan sumber keuangan pemerintah daerah Pacitan kepada pemerintah pusat dari tahun ke tahun semakin tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah Kabupaten Pacitan belum sepenuhnya mampu menjalankan otonomi daerah yang berbasis kemandirian.

Kecilnya porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD), harus dimaknai, bahwa penggunaan APBD harus benar-benar ekstra hati-hati dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah dan masyarakat untuk lebih mandiri. Karena jika besarnya pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan ini tidak digunakan sebaik-baiknya dan secepatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka jika nantinya porsi dana perimbanganya tidak sebanyak sekarang, maka Pacitan akan jauh lebih sulit. Saat sekarang sangat penting dilaksanakan program-progarm yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan kemampuan daerah untuk meningkatkan PAD agar nantinya akan lebih siap untuk masa-masa mendatang. Sedangkan belanja untuk administrasi umum dan pemerintahan harus dapat dilakukan efisiensi sebaik-baiknya.

Beban belanja untuk administrasi umum dan pemerintahan sebagian besar akan menjadi beban rutin. Oleh karena itu untuk masa yang akan datang beban ini akan benar-benar menjadi beban berat bagi APBD. 

Jika momentum penerimaan yang besar dana perimbangan tidak dapat diarahkan untuk segera memacu kemandirian daerah, tetapi justru terjebak pada penggunaan belanja administrasi umum dan pemerintahan yang besar porsinya dan meningkat tiap tahun jumlahnya, maka justru menjadi awal kesulitan yang besar. Karena beban rutin berupa belanja pegawai yang harus dikeluarkan tiap tahun menjadi besar. 
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Gambar: 1

b.2.1.2. KONSISTENSI RPJM DAN APBD 

Penting menjaga konsistensi alokasi anggaran antara RPJM dan APBD hal tersebut untuk mengukur komitmen antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan alokasi anggaran agar tercapai program pembangunan secara maksimal. Hal ini menjadi salah satu ukuran untuk menilai APBD.

Arah, Visi dan Misi Kabupaten Pacitan telah tercantum dalam RPJM 2003-2009. Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut: ”Masyarakat Pacitan yang maju, Adil dan Sejahtera, yang berbasis pada nilai-nilai agama dan berbudaya”

Misi dan Tujuan:

1. Melaksanakan percepatan pembangunan di segala bidang sesuai kaidah pembangunan daerah.

Tujuan:


1.1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan. 

1.2. Peningkatan produktivitas sumberdaya manusia.

1.3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infra struktur.

1.4. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

1.5. Penurunan jumlah penduduk miskin.

1.6. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikkan dan kesehatan.

2. Melaksanakan administrasi publik berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean goverment.

Tujuan:

2.1. Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah dalam rangka mewujudkan karakter budaya administrasi berbasis IT di Pemerintah Pacitan.

3. Mendorong dan memelihara komitmen semua pihak dalam kerangka membangun “sejuta pesona Pacitan”.

Tujuan:

1.1. Mengefektifkan partisipasi dan penguatan kemitraan antar ketiga komponen pembangunan

1.2. Pengelolaan berbagai potensi kekayaan modal sosial, warisan budaya dan kekayaan alam.

4. Menciptakan iklim yang kondusif dan kepastian hukum dalam upaya meningkatkan daya tarik investasi.

1.1. Penciptaan iklim yang kondusif untuk mendorong peningkatkan daya tarik investasi.

1.2. Perwujudan budaya supremasi hukum melalui peningkatan konsistensi peraturandan penegakaan hukum.

TABEL: 3

BIDANG KEWENANGAN DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI

APBD 2005-2006 (PAK)-2007 KABUPATEN PACITAN

	Kelompok Bidang
	Bidang Dan Unit Orgns.
	2005
	2006 PAK
	2007
	%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2005
	2006
	2007

	Pelayanan Dasar
	Bidang Pendidikan Dan kebud
	     133,283,550,031.00 
	    170,610,158,754.00 
	   194,576,965,704.00 
	 
	 
	 

	
	Bidang Kesehatan 
	       21,339,222,477.00 
	     32,695,831,987.00 
	     41,768,592,374.00 
	 
	
	 

	Pelayanan Dasar
	 
	     154,622,772,508.00 
	    203,305,990,741.00 
	   236,345,558,078.00 
	53.23
	45.89
	48.27

	Fasilitas Umum
	Bidang Pekerjaan Umum
	       26,624,184,105.00 
	     44,238,946,458.00 
	     55,743,944,340.00 
	 
	 
	 

	
	Bidang Perhubungan 
	        1,945,841,124.00 
	       3,454,382,347.00 
	       3,126,978,644.00 
	 
	 
	 

	
	Bidang Kepariwisataan
	        2,445,294,639.00 
	       4,444,409,382.00 
	       3,167,330,133.00 
	 
	 
	 

	Fasilitas Umum
	 
	       31,015,319,868.00 
	     52,137,738,187.00 
	     62,038,253,117.00 
	10.68
	11.77
	12.67

	Pemb.  Ekonomi
	Bidan Pertanian 
	        3,140,041,963.00 
	       7,666,083,613.00 
	     17,875,300,998.00 
	 
	 
	 

	
	Bidang Kehutanan & Perkebunan
	        3,645,440,931.00 
	       5,513,641,948.00 
	       5,431,098,252.00 
	 
	 
	 

	
	Bidang Perikanan, Kelautan 
	        3,926,335,087.00 
	       6,209,348,805.00 
	 
	 
	 
	 

	
	Bidang Perindagkop
	        3,960,327,533.00 
	       5,778,288,538.00 
	       1,882,133,822.00 
	 
	 
	 

	
	Bid. Pertambangan & Energi
	                              -   
	                             -   
	       2,846,953,041.00 
	 
	 
	 

	Pembangunan Ekonomi
	 
	       14,672,145,514.00 
	     25,167,362,904.00 
	     28,035,486,113.00 
	5.05
	5.68
	5.73

	Sosial & Keamanan
	Bidang Kependudukan 
	        3,305,134,830.00 
	       6,438,219,479.00 
	       2,063,544,802.00 
	 
	 
	 

	
	Bidang Lingkungan Hidup
	        2,125,048,606.00 
	       3,777,896,705.00 
	       4,582,151,658.00 
	 
	 
	 

	
	Bidang Sosial
	       12,459,493,939.00 
	       4,749,702,777.00 
	       4,685,345,289.00 
	 
	 
	 

	Sosial & Keamanan
	 
	       18,655,612,713.00 
	     14,965,818,961.00 
	     12,491,193,201.00 
	6.42
	3.38
	2.55

	Administrasi Umum & Pemerintahan
	 
	       71,530,028,053.00 
	    147,456,784,150.00 
	   150,734,417,458.77 
	24.62
	33.28
	30.78

	 
	JUMLAH
	     290,495,878,656.00 
	    443,033,694,943.00 
	   489,644,907,967.77 
	100.00
	100.00
	100.00
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Alokasi APBD 2005, 2006 dan 2007 Kabupatan Pacitan berdasarkan urutan besarnya proporsi masing-masing dari yang paling besar adalah:  Pelayanan Dasar, Administrasi Umum & Pemerintahan, Fasilitas Umum, Pemb.  Ekonomi dan Sosial & Keamanan. Hal ini jika dibandingkan dengan prioritas dalam RPJM tentu tidak sinkron dan tidak konsisten. Tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pendapatan tidak mendapat dukungan yang semestinya, karena sektor ini hanya memperoleh 5 % tiap tahun mulai 2005-2007. Ketimpangan antara RPJM dan APBD tersebut bisa terjadi, karena: 

1. Tidak jelasnya komitmen alokasi APDB untuk mendukung sukses dan tercapainya RPJM, khususnya untuk bidang pembangunan ekonomi. 

2. Tidak adanya prioritas yang jelas pada saat menentukan alokasi APBD, sesuai dengan RPJM. 

3. Kurangnya usulan berupa program-program yang bagus, kreatif dan nyata-nyata dibutuhkan masyarakat dan sejalan dengan arah dalam RPJM dari masing-masing satuan kerja sektoral pada bidang pembangunan ekonomi.

Sedangkan pelayanan dasar yang masih sangat dominan dapat dipahami karena kebutuhan Kabupaten Pacitan dalam memberikan akses kepada pelayanan pendidikkan dan kesehatan yang lebih baik. Namun untuk bidang administrasi umum & pemerintahan yang masih sangat besar dan mengalami kenaikan terus tipa tahun perlu dipertanyakan dan dicermati secara khusus. Jika dibandingkan dengan daerah lain dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah kelurahan/desa, jumlah pegawai, jumlah penduduk dan besarnya APBD, Kabupaten Pacitan termasuk yang kurang efisien. 

b.2.1.3. ANALISIS PENDAPATAN 2005-2007

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Oleh karena itu, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. 

Sumber pendapatan yang didominasi oleh besarnya dana perimbangan (lebih 92 % tiap tahun), selain menunjukkan ketergantungan pada pusat, juga menunjukan dengan jelas kecilnya potensi/realisasi PAD. Sumber PAD yang paling besar adalah retribusi, kemudian lain-lain pendapatan asli daerah dan terakhir pajak daerah. Retribusi walaupun merupakan sumber PAD paling besar, namun pola penerimaan yang ada sulit memberikan wahana kemandirian untuk daerah.

Secara umum, dengan mencermati penerimaan PAD tiap tahun nampak sekali pola-pola incremental. Kenaikan atau penurunan pos-pos dalam PAD yang ada, hanya didasarkan pada target-target prosentasi tertentu yang sangat lemah dasarnya, karena tidak didasarkan suatu kajian yang mendalam mengenai potensi riil masing-masing pos dalam PAD. Hal sangat rentan dengan penyimpangan dan kepentingan politik. Karena besaran prosentasenya bisa naik atau turun, tanpa dasar pertimbangan yang rasioanal dan riil. Perlu dilakukan kajian dan inventarisasi terhadap berbagai sumber-sumber PAD beserta potensi dan dampaknya, baik terhadap penerimaan PAD masa-masa yang akan datang maupun terhadap masyakatan, khususnya beban masyarakat miskin dan pengembangan usaha.


	
Tabel: 5

SUMBER PENDAPATAN KABUPATEN PACITAN 2005 – 2006 – 2007

	

	URAIAN
	JUMLAH

	
	 
	 
	 
	 

	
	2005
	2006 Sebelum PAK
	2006 Setelah PAK
	RAPBD 2007

	 PAJAK DAERAH 
	                                -   
	                               -   
	             639,500,000.00 
	             883,850,000.00 

	 Pajak Penerangan Jalan 
	                                -   
	                               -   
	                                -   
	                                -   

	 Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian C 
	                                -   
	                               -   
	             170,000,000.00 
	             200,000,000.00 

	 Pajak Hotel dan Restoran 
	                                -   
	                               -   
	             305,000,000.00 
	             323,750,000.00 

	 Pajak Reklame 
	                                -   
	                               -   
	             155,000,000.00 
	             200,000,000.00 

	 Pajak Hiburan 
	 
	 
	 
	             108,100,000.00 

	 Pajak Sarang Burung 
	                                -   
	 
	 
	              41,500,000.00 

	 Pajak Parkir 
	                                -   
	                               -   
	                9,500,000.00 
	              10,500,000.00 

	                                                                                                                                                                                                                                 -   

	 RESTRIBUSI DAERAH 
	                                -   
	         5,881,593,000.00 
	          6,042,362,000.00 
	          8,734,165,000.00 

	 Restribusi Pelayanan Kesehatan 
	                                -   
	                               -   
	                                -   
	                                -   

	 Retribusi Pelayanan Pasar 
	                                -   
	         2,142,193,000.00 
	          2,099,462,000.00 
	          2,130,000,000.00 

	 Retribusi Ijin Ganguan 
	                                -   
	            700,000,000.00 
	             700,000,000.00 
	          2,700,000,000.00 

	 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
	                                -   
	            700,900,000.00 
	             700,900,000.00 
	             734,140,000.00 

	 Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah 
	                                -   
	            626,000,000.00 
	             723,000,000.00 
	             577,000,000.00 

	 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Capil 
	                                -   
	            605,000,000.00 
	             700,000,000.00 
	             660,000,000.00 

	 Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi & Olah Raga 
	                                -   
	            299,000,000.00 
	             299,000,000.00 
	             378,650,000.00 

	 Retribusi jasa Usaha Terminal 
	                                -   
	            220,000,000.00 
	             220,000,000.00 
	             230,000,000.00 

	 Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum 
	                                -   
	            118,000,000.00 
	             118,000,000.00 
	             140,000,000.00 

	 Restribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan 
	                                -   
	            102,000,000.00 
	             102,000,000.00 
	             107,550,000.00 

	 Retribusi Ijin Wajib Daftar Perusahaan 
	                                -   
	             80,000,000.00 
	              80,000,000.00 
	              80,000,000.00 

	 Retribusi Ijin Usaha Perusahaan 
	                                -   
	             50,000,000.00 
	              50,000,000.00 
	              52,500,000.00 

	 Retribusi Pelayanan Administrasi 
	                                -   
	             60,000,000.00 
	              60,000,000.00 
	              60,000,000.00 

	 Retribusi Pasar Grosir atau pertokoan 
	                                -   
	             46,500,000.00 
	              46,500,000.00 
	              48,825,000.00 

	 Retribusi Tempat Khusus Parkir 
	                                -   
	             32,000,000.00 
	              35,000,000.00 
	              40,000,000.00 

	 Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan  
	                                -   
	 
	 
	             100,550,000.00 

	 Retribusi Ijin Trayek 
	                                -   
	             13,000,000.00 
	              20,000,000.00 
	              20,000,000.00 

	 Retribusi Ijin Usaha Industri/perdagangan 
	                                -   
	             35,000,000.00 
	              35,000,000.00 
	              20,000,000.00 

	 Retribusi Jasa Pengusahaan Jasa Pelabuhan 
	                                -   
	             18,500,000.00 
	              20,000,000.00 
	              30,000,000.00 

	 Retribusi Pemakaian Pesawat Tenaga & Produksi 
	                                -   
	             15,000,000.00 
	              15,000,000.00 
	              15,000,000.00 

	 Retribusi Penyedotan Kakus 
	                                -   
	             11,000,000.00 
	              11,000,000.00 
	              11,400,000.00 

	 Ijin Uasaha Angkutn 
	                                -   
	               7,500,000.00 
	                7,500,000.00 
	                7,500,000.00 

	 Retribusi Ijin mendirikan bangunan 
	 
	 
	 
	             500,000,000.00 

	 Retribusi ijin Pertambangan Umum 
	 
	 
	 
	              90,000,000.00 

	 Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan Myt 
	 
	 
	 
	                1,050,000.00 

	 
	 
	 
	 
	 

	 HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL  
	             405,250,000.00 
	            166,750,000.00 
	             402,400,000.00 
	 

	 PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DPSAHKAN 
	          2,450,404,000.00 
	         2,437,904,000.00 
	          1,659,233,000.00 
	 

	 Bagian laba lembaga keuangan Bank 
	          2,045,154,000.00 
	         2,271,154,000.00 
	          1,256,833,000.00 
	 

	 Bagian laba perusahaan daerah 
	             405,250,000.00 
	            166,750,000.00 
	             402,400,000.00 
	          1,029,857,000.00 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH    
	        15,755,000,000.00 
	         3,172,500,000.00 
	          4,177,500,000.00 
	 

	 Penerimaan Lain-lain  
	        11,447,000,000.00 
	         7,840,000,000.00 
	          7,884,362,000.00 
	             230,000,000.00 

	 Penerimaan Jasa Giro   
	          3,000,000,000.00 
	         2,500,000,000.00 
	          3,500,000,000.00 
	             750,000,000.00 

	 Sumbangan Pihak III 
	             125,000,000.00 
	            642,500,000.00 
	             667,500,000.00 
	          3,297,500,000.00 

	 Bantuan Kontinjensi / Penyeimbang dari Pemerintah 
	        12,600,000,000.00 
	 
	 
	 

	 Penerimaan dari TPTGR 
	              30,000,000.00 
	             30,000,000.00 
	              10,000,000.00 
	 

	Pendapatan Bunga deposito
	 
	 
	 
	          2,750,000,000.00 

	Pendapatan dr Pengembalian PPh 21
	 
	 
	 
	             190,000,000.00 

	Kelebihan Pembayaran asuransi kesehatan
	 
	 
	 
	              42,000,000.00 

	angsuran cicilan/penjualan kios
	 
	 
	 
	          1,485,450,000.00 

	Penjuaan hsl perikanan
	 
	 
	 
	                4,000,000.00 

	 
	 
	 
	 
	 

	 BAGIAN DANA PERTIMBANGAN  
	      326,877,567,000.00 
	     480,363,242,000.00 
	      494,768,063,000.00 
	      598,996,965,000.00 

	 Bagi Hasil Pajak  
	        17,426,268,000.00 
	       21,742,269,000.00 
	        26,521,128,000.00 
	        26,521,128,000.00 

	 Bagi Hasil Bukan Pajak  
	                5,890,000.00 
	               5,890,000.00 
	             146,073,000.00 
	              14,673,000.00 

	 Dana Alokasi Umum  
	      276,950,000,000.00 
	     403,160,000,000.00 
	      403,190,000,000.00 
	      461,230,000,000.00 

	 Dana Alokasi Khusus 
	        14,060,000,000.00 
	       26,080,000,000.00 
	        26,080,000,000.00 
	        48,410,000,000.00 

	 Bagian Hasil Pajak Dan Bantuan keuangan dari Propinsi 
	        18,435,409,000.00 
	       29,375,083,000.00 
	        38,830,862,000.00 
	        62,821,164,000.00 

	 
	 
	 
	 
	 

	 JUMLAH PENDAPATAN  
	      345,488,221,000.00 
	     492,021,989,000.00 
	      507,689,058,000.00 
	 


b.2.1.4. ANALISIS BELANJA

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas  dan efesiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jwabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja direncanakan oleh setiap satuan kerja perangkat daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana dalam kepmendagri 26 Tahun 2006, bahwa prioritas kebijakan anggaran 2007 adalah penanggulangan kemiskinan melalui program dan kegiatan pengembangan akses masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar, perlindungan sosial, penanganan masalah kekuarangan gizi dan kerawanan pangan serta perluasan kesempatan berusaha.

Untuk memudahkan melihat konsistensi antara prioritas pembangunan tersebut dengan kebijakan alokasi anggarannya, berikut disampaikan trend belanja berdasarkan 5 kelompok bidang kewenangan dan fungsi unit oragnisasi pemerintah daerah Pacitan 2007.

Melihat trend kenaikan alokasi anggaran tersebut (tabel: 3), dimana alokasi anggaran untuk pelayanan dasar mengalami kenaikan dari dua tahun sebelumnya pada tahun 2007 alokasi anggaran sebesar 236 M, namun prosentasi dari total belanja mengalami penurunan. Jika tahun 2005 masih 53 % dari total belanja menadi 48 % tahun 2007. Untuk fasilitas Umum sebesar Rp 31 M (10,68 % dari total belanja) tahun 2005, menjadi Rp 62 M (12,67 % dari total belanja), tahun 2007, sosial dan keamanan tahun 2005, sebesar 6 %, tahun 2007 menjadi 2,5 %. Sedangkan untuk administrasi Umum dan pemerintahan tahun 2005 Rp 72 M (24,62% dari total belanja), 2006 menjadi Rp 147 M (33,28 %) dan 2007 menjadi Rp 150 M (30,78 %). Kenaikan sangat besar terjadi tahun 2006 (naik 106,15 %). 

Melihat realitas alokasi tersebut patut dipertanyakan sense of crisis dalam penyusunan kebijakan anggaran. Pertama pada saat alokasi untuk pemenuhan kebutuhan dasar (akses pendidikkan dan kesehatan) porsinya berkurang, justru untuk belanja administrasi umum dan pemerintahan nanik sangat besar. Kedua, mengingat kondisi semakin beratnya beban masyarakat, ditengah melonjaknya harga kebutuhan pokok, sementara kesempatan kerja semakin menipis akibat kebijakan fiskal maupun moneter pemerintah yang belum mampu mendorong berkembangnya sektor riil. Oleh karena itu alokasi anggaran untuk pembangunan ekonomi harusnya memperoleh tambahan anggaran yang signifikan, untuk memacu berkembangnya ekonomi lokal yang sumber pendanaannya diperoleh dari efesiensi bidang administrasi umum dan pemerintahan.

Catatan untuk Fasilitator:


Untuk mempermudah pemahaman peserta fasilitator dapat mempergunakan simulasi anggaran keluarga yang dalam pelaksanaannya bisa surplus atau defisit setiap bulannya.


Apabila waktu memadai teknik analisis anggaran untuk setiap kelompok dapat dilakukan seluruhnya untuk semua teknik analisis anggaran. Atau cukup pergunakan 1 teknik analisis untuk semua kelompok.  Pembagian kelompok analisis juga tergantung dari ketersedian dokumen anggaran pada saat pelaksanaan pelatihan
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Lembar Diskusi Analisis Kepatuhan Peraturan .


 Berdasarkan gambaran kasus 3 diskusikan hal berikut ini:


Analisis Pengahasilan DPRD, apakah sesuai dengan ketentuan PP 21/2007.


Penghasilan apa saja yang melanggar? Dan berapa jumlah kelebihan anggaran?


Berikan catatan kritis terhadap temuan kelompok anda?
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